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Membaca - : 1. Kontrak No. 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober

2008 tentang Kontrak Kerja' Jasa Konsultan antara Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia
berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga
Penelitian dan Pengabdjan/Pelayanan pada ’Masyarakat (LP3M)
Univesitas Sumatera Utara Medan;

2. Laporan Akhir Penyusunan Mekanisme Kerangka Strategis
Peningkatan Kapasitas Proyek Peningkatan Kapasitas
Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah
yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (4) dan Pasal
14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerangka Kebijakan
Standar Pelayanan Minimum di Kabupaten Tapanuli Tengah.
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Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabup'aten dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun



'r , /

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor' 53, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
MinimalPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);0
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

8. Peraturan Bupati Tapanyli Tengah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006-

2011.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH TENTANG
PENYUSUNAN KERANGKA STRATEGIS PENINGKATAN
KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah Adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Kabupaten adaiah Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yeng

terdiri dari Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Kepala Daerah dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah.

4. Kepala Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
6. Pelayanan pubiik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan pubiik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Penyelenggara pelayanan pubiik adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
termasuk BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada
penerima pelayanan pubiik;

8. Pemberi pelayanan pubiik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang
melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pubiik sesuai dengan perundang-
undangan;

9. Penerima pelayanan pubiik adalah ©rang, masyarakat, instansi pemerintah
dan badan hukum;

10.Biaya Pelayanan pubiik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan
apapun) sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan pubiik yang besaran
dan tata cara pembayaran ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
kebutuhan ketentuan perundang-undangan;

H. lndeks kepuasan masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi
pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.

12.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

13.Standar Pelayanan minimum., yang selanjutnya disingkat SPM. adalah
ketentuan tentana ienis danJrtotmaelayanaiyla|ayttjMy^MMjMMM|[^^
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Tujuan Peraturan ini adalah :
a. Untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam

memberikan pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha;
b. Untuk mengindentifikasi area-area pelayanan publik mendasar yang dibutuhkan

dunia usaha.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Q (1) Kemampuan atau kapasitas meliputi :
a. Kapasitas dalam system pemerintahan daerah;
b. Kapasitas lembaga atau organisasi yang terkait dalam rangka

penyelenggaraan otonomi daerah ;
c. Kapasitas individu, yaitu staf aparatur pemerintah yang dapat mendukung

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah/desentralisasi.
(2) Untuk memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

upaya pengembangan dan peningkatan kapasitas.

BAB IV
BENTUK
Pasal 4a

(1) Bentuk kegiatan dalam peningkatan kapasitas adalah berupa pelatihan-

pelatihan dan melakukan studi banding.
(2) Tujuan Peningkatan Kapasitas adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada

Masyarakat khususnya Pelayanan Dasar.

Pasal 5

(1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas daerah adalah menyoroti kebutuhan
untuk menyesuaikan dan meningkatkan pengetahuan serta kompentensi para
pelaku utama dalam pemerintahan daerah.

(2) Meliputi Kelembagaan, seperti pemerintahan, DPRD, sektor usaha swasta dan
kelompok masyarakat madani (pivil society) yang menaruh perhatian pada
permasalahan pemerintahan daerah, sehingga selaku pelaku tersebut diatas
memahami kerangka kerja pemerintahan daerah yang baru tersebul_dagat.



Pasal 6
(1) Tahapan-tahapan pengembangan kapasitas adalah pengkajian, perumusan

strategi, pelaksanaan tindakan-tindakan, pemantauan dan evaluasi, serta
perencanaan kembali.

(2) Pengembangan kapasitas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas
dilakukan tidak harus selalu berurutan secara linier.

(3) Pengembangan kapasitas harus meliputi berbagai tingkatan yang berbeda,
seperti tingkatan individu, tingkatan kelembagaan atau organisasi dan tingkatan
system.

Pasal 7
(1) Tingkatan system, yaitu kerangka peraturan dan kebijakan-kebijakan yang

mendukung atau merhbatasi pencapaian tujuan-tujuan kebijakan tertentu;
(2) Tingkatan lembaga, yakni struktur organisasi, proses pengambilan keputusan

dalam organisasi, tata cara dan mekanisme kerja, instrument pengelolaan,
hubungan dan jaringan antar organisasi ;

(3) Tingkatan individu, yakni kemampuan dan kualifikasi induvidu, pengetahuan,
sikap (attitude), etos kerja dan motivasi dari orang-orang yang bekerja dalam
organisasi.
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Pasal 8

Peningkatan kapasitas meliputi :
a. Administrasi Umum;
b. Manajemen Keuangan;
c. Audit;
d. Legal;
e. Pengembangan Organisasi;
f. Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g. Komunikasi dan Informasi;
h. Pengadaan Barang dan Jasa.
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Pasal 9
Peningkatan Kapasitas meliputi pelayanampelayanan dasar seperti :

a. Pelayanan administrasi dasar, seperti pendaftaran kelahiran dan kematian,
pengeluaran izin perencanaan dan izin membangun atau hak atas tanah,
lisensi bisnis dan pembayaran pajak;



b. Penyediaan infrastruktur dasar dan utiliti yang mencakup jalan-jalan local,
trotoar, drainase, penerangan jalan, penyediaan air bersih, sanitasi,
transportasi umum, pemungutan sampah dan perlindungan dari kebakaran;

c. Pelayanan social dasar meliputi pendidikan dan kesehatan;
d. Dukungan ekonomi dasar yakni penyediaan fasilitas pasar dan program

Pemerintahan Kabupaten yang khusus untuk pengembangan ekonomi local
sekaligus mengentaskan kemiskinan. .

Pasal 10
Pelayanan penyediaan infrastruktur dan utility meliputi jalan, Penerangan jalan,
drainasee, kebersihan umum, Layanan Perusahaan Daerah Air Minum, Layanan
pembuangan limbah, pengaturan lalulintas, Jasa pemungutan sampah, Pelayanan
pencegah kebakaran.

Q
BAB V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjutdengan Keputusan Bupati

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. ,
(3) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
TapanuliTengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH
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TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
Pad I 7 Juni 2011

IS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH9.
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